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KEPUTUSAN CAMAT BANJARMASIN BARAT
KOTA BANJARMASIN

NOMOR &Y TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KECAMA'TAN DAN KELURAHAN
DI KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOOTA BANJARMASIN

CAMAT BANJARMASIN BARAT

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 175 Tahun 2022
tentang Standar Pelayanan Pade. Kecamatan Dan Kelurahan
Kota Banjarmasin, perlu menctapkan Keputusan Camat
Banjarmasin Barat tentang Perubahan Penetapan Standar
Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Di Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1933 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun (953 Nomor 9} sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan L<mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 684 1});

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentaing Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 684 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6845);



10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737},

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undqang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomior 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomcr 6206) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 54, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6770);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubak dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan: Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 175 Tahun
2022 Tentang Standar Pelayanan Pada Kecamatan dan
Kelurahan Kota Banjarmasin



Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan dan
Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Barat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
meliputi :

a. Standar Pelayanan Kecamatan:

pelayanan registrasi surat pernyataan waris;

pelayanan registrasi silsilah waris;

pelayanan registras: surat kuasa waris;

pelayanan registras; surat pernyataan hibah;

pelayanan legalissasi surat pengantar
perkawinan;

pelayanan legalisasi surat keterangan tidak

mampu;

7. pelayanan legalisasi berkas usulan pensiun;

8. pelayanan legalisast berkas masuk tentara
nasional indonesia/ kepolisian negara republik
indonesia/sekolah kedinasan/umum;

9. pelayanan legalisasi proposal;

10. pelayanan legalisasi surat keterangan domisili
kantor.

11. pelayanan rekomencdasi dispensasi perkawinan;

12. pelayanan rekomerndasi operasional sekolah;
dan

SERSENIS

o

b. Standar Pelayanan Keluarahan:

1. pelayanan registrasi surat pernyataan

penguasaan fisik biddang tanah;

pelayanan registrasi surat pernyataan waris;

pelayanan registrasi silsilah waris;

pelayanan registrasi surat kuasa waris;

pelayanan registrasi surat pernyataan hibah;

pelayanan surat pernigantar perkawinan;
pelayanan surat keterangan tidak mampu;
pelayanan surat perigantar mendapatkan Surat

Keterangan Catatan Kepolisian;

9. pelayanan surat keterangan kelahiran;

10. pelayanan surat kematian;

11. pelayanan surat keterangan umum;

12. pelayanan surat keterangan domisili kantor;

13. pelayanan legalisasi berkas usulan pensiun;

14, pelayanan legalisasi berkas masuk tentara
nasional indonesia/kepolisian negara republik
indonesia/sekolah kedinasan/umum;

15. pelayanan legalisasi proposal; dan

16. pelayanan  legalisasi surat pembebasan
bersyarat narapidana.
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin
Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
berpedoman sesuai standar pelayanan yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud diktum KESATU
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
lainnya.

Camat dan Lurah dapat melakukan perubahan
persyaratan layanan yang relavan untuk memperkuat
keyakinan atas kebenaran/kejelasan/keabsahan data
yang disampaikan pemohon sebelum menyetujui
penerbitan dokumen /layanan yang menjadi
kewenangannya

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU dapat dilakukan
pengkajian ulang dan penyempurnaan, berdasarkan
hasil monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2024




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT BANJARMASIN BARAT
KOTA BANJARMASIN NOMOR § ¥ TAHUN 2024
TANGGAL

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN DAN KELURAHAN

DI KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

KOTA BANJARMASIN

STANDAR PELAYANAN KECAMATAN

1. PELAYANAN REGISTRASI
1. REGISTRASI SURAT PERNYATAAN WARIS
2. REGISTRASI SURAT SILSILAH WARIS
3. REGISTRASI SURAT KUASA WARIS
4. REGISTRASI SURAT PERNYATAAN HIBAH

a. Komponen Standar Pelayanan yanyg terkait dengan Proses

Penyampaian Pelayanan (service delive ry)

No

Komponen

T

Uraian

a. Persyaratan Surat

Pernyataan Waris

Asli  surat pernyataan waris yang
ditandatangani seluruh ahli waris di atas
materai Rp. 1(0.000,- dan diketahui 2 (dua)
orang saksi dewasa yang tidak sedarah
serta diketahu oleh Ketua RT dan telah
diregister oleh. Lurah dimana salah satu
anhh wans yang  Tbertanda tangan
berdomisili di Kelurahan Wilayah
Kecamatan Banjarmasin Barat;

Fotocopy Buku Nikah
almarhum/almarhumah yang dilegalisir
oleh Pejabat Berwenang dari instansi yang
mengeluarkan dokumen

atau Surat Pernyataan Tidak Menemukan
Buku Nikah ciari Salah Satu Ahli Waris
yang bertandetangan di atas materai Rp.
10.000,- berdomisili di Kelurahan wilayah
Kecamatan SBanjarmasin Barat dan
diketahui 2 (dua) orang saksi dewasa yang
tidak sedarah serta diketahui oleh Ketua
RT;




10.

Fotocopy Akta Cerai
almarhum/almnarhumah vyang bercerai
yang dilegalisir oleh oleh Pejabat
Berwenang dari instansi yang
mengeluarkan dokumen;

Surat Pernyataan dari Salah Satu Ahl
Warls yang Dberdomisili di Xelurahan
Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat
untuk  almarhum/almarhumah  yang
belum pe:nah menikah yang
ditandatangani ahli waris diatas materai
Rp. 10.000,- serta diketahui 2 (dua) orang
saksi dewasa yang tidak sedarah serta
diketahui aleh Ketua RT;

Surat Kematian dari Kelurahan yang
dilegalisir olel1 Pejabat Berwenang dari
instansi yangz mengeluarkan dokumen
atau Kutipann Akta Kematian yang
terbaru/yang rmemiliki barcode diterbitkan
Instansi Pemerintah /Kutipan Akta
Kematian yang tidak memiliki barcode
dilegalisir olehh Pejabat Berwenang dari
instansi yang rnengeluarkan dokumen;
Fotocopy E-KTP dan KK yang tertera
almarhum { alitnarhumaly,

Fotocopy E-KTP terbaru dan KK seluruh
ahli waris yang memiliki barcode/yang
tidak memilikki barcode dilegalisir oleh
Pejabat Berwenang dari instansi yang
mengeluarkan dokumen;

Fotocopy E-KTP 2 Orang Saksi.

Fotocopy Dokiimen yang diperlukan (SHM,
Buku Tabungan dan Lain-Lain).




b. Persyaratan Surat | 1.
Silsilah Waris

Asli surat silsilah waris yang
ditandatangani oleh seluruh ahli waris
silsilah waris diatas materai Rp. 10000,-,
dan diketahui 2 (dua) orang saksi dewasa
yang tidak sedarah serta diketahui oleh
Ketua RT dan telah diregister oleh Lurah
dimana salah satu ahli waris yang bertanda
tangan berdoniisili di Kelurahan Wilayah
Kecamatan Banjarmasin Barat;

Fotocopy Buku Nikah
almarhum/alriarhumah yang dilegalisir
oleh Pejabat Berwenang dari instansi yang
mengeluarkan dokumen;

atau Surat Pernyataan Tidak Menemukan
Buku Nikah dari Salah Satu Ahli Waris
yang bertandatangan di atas materai Rp.
10.000,- berdomisili di Kelurahan wilayah
Kecamatan Banjarmasin Barat dan
diketahui 2 (dua) orang saksi dewasa yang
tidak sedarah serta diketahui oleh Ketua
RT;

Fotocopy Akta Cerai
almarhum/almarhumah yang bercerai
yang dilegalisir oleh oleh Pejabat
Berwenang dari instansi yang
mengeluarkan dokumen;

Surat Pernyataan dari Salah Satu Ahli
Waris vyang berdomisili di Kelurahan
Wilayah Kecematan Banjarmasin Barat
untuk  almarhum/almarhumah  yang
belum pernah menikah yang
ditandatangani seluruh ahli waris diatas
materai Rp. 10.000,- serta diketahui 2
(dua) orang saksi dewasa yang tidak
sedarah serta diketahni oleh Ketua RT;
Surat Kematian dari Kelurahan yang
dilegalisir oleh Pejabat Berwenang dari
instansi yang mengeluarkan dokumen
atau Kutipam Akta Kematian yang

terbaru/yang memiliki barcode diterbitkan




Instansi Pemerintah /Kutipan Akta
Kematian yang tidak memiliki barcode
dilegalisir oleh Pejabat Berwenang dari
instansi yang :mengeluarkan dokumen;
Fotocopy E-KTP dan KK yang tertera
almarhum/almarhumah;

Fotocopy E-KTP terbaru dan KK seluruh
ahli waris yang memiiki barcode/yang
tidak memiliki barcode dilegalisir oleh
Pejabat Berwenang dari instansi yang
mengeluarkan dokumen;

Fotocopy E-KTP 2 Orang Saksi.

c. Persyaratan Surat
Kuasa Waris

Asli surat kuas;a waris yang ditandatangani
oleh penerima kuasa waris dan seluruh
ahli waris pemberi kuasa waris lainnya
diatas materai Rp. 10000,-, diketahui 2
(dua} orang saksi dewasa yang tidak
sedarah serta diketahui oleh Ketua RT dan
telah diregister Lurah dimana Penerima
Kuasa Waris yang  bertandatangan
merupakan ahli waris berdomisili di
Kelurahan Wilayah Kecamatan
Banjarmasin Barat;

Fotocopy Buku Nikah
almarhum/almarhumah yang dilegalisir
oleh Pejabat Berwenang dari instansi yang
mengeluarkan dokumen;

atau Surat Pernyataan Tidak Menemukan
Buku Nikah :dari Salah Satu Ahli Waris
yang bertandatangan di atas materai Rp.
10.000,- berdomisili di Kelurahan wilayah
Kecamatan Banjarmasin Barat dan
diketahui 2 (dua) orang saksi dewasa yang
tidak sedarah serta diketahui oleh Ketua
RT;

Fotocopy Akta Cerai
almarhum/aimarhaman  yang  'vercerai
yang dilegalisir oleh oleh Pejabat
Berwenang dari instansi yang

mengeluarkan dokumen;
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Surat Pernyataan dari Salah Satu Ahli
Waris yang berdomisili di  Kelurahan
Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat
untuk  almarhum/almarhumah  vang
belum pernah menikah yang
ditandatangani seluruh ahli waris diatas
materai Rp. 10.000,- serta diketahui 2
{dua) orang saksi dewasa yang tidak
sedarah serta cliketahui oleh Ketua RT;
Surat Kematian dari Kelurahan yang
dilegalisir oleinx Pejabat Berwenang dari
instansi yang mengeluarkan dokumen
atau Kutipan Akta Kematian yang
terbaru/yang rmemiliki barcode diterbitkan
[nstansi Pemerintah / Kutinan Akta
Kematian yang tidak memiliki barcode
dilegalisir olel1 Pejabat Berwenang dart
instansi yang mengeluarkan dokumen;
Fotocopy E-KTP dan KK yang tertera
almarhum/almarhumah;

Fotocopy E-KTP terbaru dan KK seluruh
ahli waris yang memiliki barcode/yang
tidak memiliki barcode dilegalisir oleh
Pejabat Berwenang dari instansi yang
mengeluarkan dokumen;

Fotocopy E-KTP 2 Orang Saksi,

Fotocopy Dokumen yang diperlukan (SHM,
Buku Tabung:n dan Lain-Lain).

d. Persyaratan Surat
Pernyataan Hibah

Asli surat pernyataan hibah yang
ditandatangani oleh Penerima Hibah dan
seluruh ahli vvaris pemberi hibah diatas
bermaterai Rp>.10.000,- dan diketahui 2
(dua) orang saksi dewasa yang tidak
sedarah serta diketahui oleh Ketua RT dan
telah diregister oleh Lurah dimana Pemberi
Hibah atau Pemberi Hibah yang berdomisili
& Kelurahan  Whayaln  Kecaonatan

Banjarmasin BEarat




Fotocopy E-KTP Penerima Hibah Terbaru
dan KK Penerima Hibah yang memiliki
barcode/yang tidak memiliki barcode
dilegalisir olelhh Pejabat Berwenang dari
instansi yang mengeluarkan dokumen;
Fotocopy E-KTP pemberi hibah terbaru dan
KK pemberi hinah yang memiliki barcode/
yang tidak memiliki barcode dilegalisir oleh
Pejabat Berwenang dari instansi yang
mengeluarkan dokumen;

Fotocopy E-KTP 2 Orang Saksi.

Fotocopy Dokumen yang diperlukan (SHM
dan Sporadik).

Sistern Mekanisme

dan Prosedur

Pemohon datang ke kantor kecamatan
dengan membawa bherkas permohonan
yang sudah diregister dan ditanda tangani
Kelurahan Apabila Pemohon Sudah
Melakukan Konsultasi Verifikasi draft
Surat Pernyataan Waris, Silsilah Waris dan
Kuasa Waris yzing sudah diverifikasi benar
oleh Kecamatan.

Petugas Loket pelayanan menerima dan
menyerahkan serta memeriksa berkas
permohonan, diberi paraf pada lembar cek
kelengkapan berkas kemudian
menyerahken kepada kasi yang
membidangi pelayanan.

Kasi yang membidangi  pelayanan.
memuverifikasi kembali berkas
permohonan, jika tidak lengkap
dikembalikan kepada pemochon melalui
petugas loket pelayanan dan jika sudah
lengkap diparaf pada lembar cek
kelengkapan berkas kemudian diteruskan
kepada Camat.

Camat menandatangani dan menyerahkan
berkas kepada kasi yang membidang:
pelayanan untuk dilakukan pemberian
nomor register serta dicatat dan dibukukan

oleh petugas lcket pelayanan.




5. Petugas loket pelayanan membubuhi cap
stempel dan menyerahkan berkas kepada

pemohon dengan bukti tanda terima dan

mengarsipkan.
3 jJangka Waktu 1 Hari Kerja
Pelayanan (dengan catatan sy:arat administrasi lengkap)
Biaya/Tarif Gratis
Produk Pelayanan Surat Pernyataan Waris Yang Teregistrasi

Surat Silsilah Wariss Yang Teregistrasi

Surat Kuasa Waris Yang Teregistrast

Surat Pernyataan Hibah Yang Teregistrasi

6 | Penanganan 1. Secara Lisan
Pengaduan, Saran Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi
dan Masukan dan Pengaduan Kecamatan.

2. Secara tertulis

a. Surat ditujukan kepada Camat dengan

alamat (&} kantor kecamatan

Banjarmasin Barat.

b. Melalui kotax saran/pengaduan
3. Secara Online

a. Melahn Media Sosial/ Website

Kecamatan
b. Email Kecaniatan
c. Aplikasi E-LAPOR

d. Pelayanan Pengaduan Hukum dan
Keluarga (PELUK)

4. Lamanya proses pengaduan selama S hari

Kerja

b. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

No | Komponen Uraian

7 { Dasar Hukum 1. Undang - Undeng Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Tentang Kompil asi Hukum Islam;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.




Sarana Dan

Prasarana

Sarana dan Prasarana
a. Ruang Tunggu yang refresentatif dan di
lengkapi AC,/ Kipas Angin

=

Pengharum Ruangan

o

Tempat Park:r

A

Nomor Antrizin

o

Kotak Saran / Pengaduan
Koran / Bahan Bacaan

Toilet

B

Komputer deun Printer
Mesin Tik

j- ATK

k. Mgja

[
.

1. Kursi

m. Telepon

n. Buku Admin:strasi Pencatatan

o. Lemarn Arsip

p- Rak Arsip

Fastilitas Pe ndukung, Penanganan
Pengaduan, Sarsin dan Masukan.

a. Ruang Laktasi

b. Ruang Pengaduan

c. Media Informasi (Running Teks/Leaflet/
Brosur/Banrier}

Sudut Baca

Sudut Bermain Anak

Akses Bagi Disabilitas

™V

5@ om0 op

Koran / Bahan Bacaan

[y
H

Jaringan Internet/Wifi
]J. Genset

k. CCTV

l. Tempat Sampah

m. Water Dispeniser

n. Sound System

0. Petunjuk Ariah

p. Jam Dimnding

a Kompetensi
Pelaksana Surat

Pernyataan

Memahami Peraturan perundangan
mengenai hukum waris dan Peradilan

Agama.




Pelaksana

|

Waris,Silsilah 2. Memahami peraturan perundangan
‘ Waris, dan Kuasa mengenal pelayanan prima.

Waris, 3. Dapat berkomurnikasi dengan baik kepada
atasan langsung, rekan kerja dan
masyarakat.

b Kompetensi 1. Memahami preraturan perundangan
Pelaksana Surat mengenai admiriistrasi kependudukan dan
Pernyataan Hibah peradilan agama.

2. Memahami peraturan perundangan
mengenai pelayanan prima.

3. Dapat berkomunikasi dengan baik kepada
atasan langsung, rekan Kkerja dan
masyarakat.

10 | Pengawasan Internal | Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang
11 | Jumlah Pelaksana 3 - 4 orang
12 | Jaminan Pelayanan |1. Diwujudkan dengan kepastian persyaratan,
waktu proses, prosedr, dam di dulkeng okeh
SDM yang berkcmpeten bidang tugasnya.

2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN
Tidak diskriminatif
Pemohon dapat meminta perbaikan atas
produk layanan yang tidak memuaskan

13 | Jaminan Keamanan | Produk pelayanan dipastikan menggunakan
dan Keselamatan material yang aman dan tidak membahayakan

Pelayanan keselamatan pengguna

14 | Evaluasi Kinerja A. Melalui Survey kepuasan masyarakat (SKM)

dengan prosedur :

1. seliap pemohion yang mengambil nomor
antrian aken di berikan formulir SKM
untuk diisi atau dalam bentuk lain.

2. pengumpulan dan pengolahan data

3. analisa data dan evaluasi

4. tindak lanjut evaluasi

B. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan

langsung terkait kineria. dan kedisiplinan.




2. PELAYANAN LEGALISASI

poow

4]

. LEGALISASI SURAT PENGANTAR PERKAWINAN

LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
LEGALISASI BERKAS USULAN PENSIUN

LEGALISASI BERKAS MASUK TENTARA NASIONAL
INDONESIA/KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/SEKOLAH
KEDINASAN/UMUM

LEGALISASI PROPOSAL

. LEGALISASI SURAT KETERANGAN DOMISII.I KANTOR

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses

Penyampaian Pelayanan (service delivery)

No Komponen Uraian

1 |a Persyaratan Legalisasi | 1. Asli surat pengantar perkawinan yang

Surat Pengantar ditandatarigani Lurah;

Perkawinan 2. Fotocopy E KTP dan KK Mempelai;
Pas Photo 3x4 1 lembar;
Akta Cerai dari Pengadilan Agama (bagi
janda/duda cerai hidup);

5. Surat Kematian dari
Kelurahan /Kutipan Akta Kematian dari
Disdukcapil (bagi janda/duda cerai
hidupl,

6. Membawa kelengkapan blangko N dari

dacrah asal untuk perkawinan di
tempat perempuan berada;

7. Surat Keterangan Wali;
Surat keterangan kesehatan CPW
(Calon  Pengantin  Wanita} dan

Puskesmas Setempat.

9. Fotocopy Blukti Sertifikat Elsimil atau
Sertifikat L.ayak Nikah dari Puskesmas

atau Formulir Calon Pengantin dari

Kelurahan atau Puskesmas yang sudah

diperiksa.
b Persyaratan Legalisasi | 1. Asli surat keterangan tidak mampu
Surat Keterangan yang ditandatangani Lurah;
Tidak Mampu 2. Surat pengantar dari Ketua RT

Setempat;




3

3. Fotocopy E KTP Pemohon Yang
Berdomisili Setempat;
4. Fotocopy Kartu Keluarga  Yang
Berdomisili Setempat;
S. Surat Pernyataan Tidak Mampu dar
pemohon.
¢ Persyaratan Legalisasi | 1. Membawa terkas/formulir yang sudah
Berkas Usulan diisi lengkap» dan ditandatangani oleh
Pensiun pemohon dan lurah;
2. Fotocopy Kertu Keluarga Pemohon.

d Persyaratan Legalisasi
Berkas Masuk Tentara
Nasional
Indonesia/Kepolisian
Negara Republik
Indonesia/Sekolah

Kedinasan/Umum

[

Membawa berkas/formulir yang sudah
diisi lengkapy dan ditandatangani oleh
Untuk
Berkas/Formulir tidak berupa Surat

pemohon dan lurah.

Pernyataan atau Sejenisnya  yang
diketahui oleh Camat (Legalisasi
Umum) terkecuali Masuk

TN!1/Polri/Sczkolah Kedinasan.

e Persyaratan Legalisasi

Proposal

Satu berkas Proposal dari pemohon yang

Memuat didalamnya :

a.

C.

Surat yang menyatakan bahwa
pemohon yang bersangkutan adalah
pengurus dari
Institusi/yayasan/perusahaan atau
badan hukum lainnya;

Ashhi Surat Permohonan/Proposal
yvang sudah ditandatangani oleh
pemohon dan bercap stempel,
bertanda tangan dan berstempel RT
serta Lurah;

Fotocopy EE-KTP Pemohon Proposal.

f Persyaratan Legalisasi | 1. Surat Keterangan dari kelurahan yang
Surat Keterangan sudah ditanda tangani kelurahan;
Domisili Kantor 2. Fotocopy E XTP dan KK Pemohon.

2 | Sistem Mekanisme dan 1. Pemohon datang ke kantor kecammatan

Prosedur dengan mernbawa berkas permohonan

yang sudah ditanda tangani Kelurahan.
2. Petugas Loket pelayanan menerima dan

menyerahkan berkas permohonan

kepada kasi di kecamatan.




3. Kasi yang membidangi pelayanan
Memverifikasi berkas permohonan, jika
tidak lengkap dikembalikan kepada
Pemohon dan jika sudah lengkap
diparaf untuk diserahkan kepada
Camat.

4. Camat menandatangi berkas kemudian
mengembalilkan kepada Kasi yang

membidangi pelayanan.

5. Kasi yang membidangi pelayanan
menyerahkan kepada Petugas
pelayanan untuk melakukan
pencatatan dan penomoran pada buku
administrasi serta membubuhkan
stempel.

6. Petugas Loket pelayanan menyerahkan
Kepada pe mohon dengan bukti tanda

terima dan mengarsipkan.

Jangka Waktu
Pelayanan Legalisasi
Surat Pengantar

Perkawinan

20 Menit

Jangka Waktu
Pelayanan Legalisasi
Surat Keterangan
Tidak Mampu

20 Menit

Jangka Waktu
Pelayanan Legalisasi

Usulan Pensiun

1 Hari

Jangka Waktu
Legalisasi Berkas
Masuk Tentara
Nasional
Indonestia/Kepolisian
Negara Republik
Indonesia/Sekolah

Kedinasan/Umum

1 Hari

Jangka Waktu
Legalisasi Proposal

1 Han




f Jangka Waktu
Legalisasi Surat

Keterangan Domisili

60 Menit

Kantor
Biaya/Tarif Gratis
Produk Pelayanan Surat  Pengantar Perkawinan  Yang

Dilegalisasi

Surat Keteramngan Tidak Mampu Yang

Dilegalisasi

Berkas Usulan Pensiun Yang Dilegalisasi

Berkas Masuk Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik
Indonesia/Sekolah Kedinasan/Umum

Yang Dilegalisasi

| Proposal Yang Ditegalisas:

Surat Keterangan Domisili Kantor Yang

Dilegalisasi

Penanganan Pengaduan, ‘ 1) Secara Lisan

Saran dan Masukan

Langsung melalui Kasi Pelayanan
Informasi dan Pengaduan Kecamatan
2) Secara tertulis
a. Surat ditujukan kepada camat
dengan alamat di kantor kecamatan
Banjarmiasin Barat.

b. Melalui kotak saran/pengaduan

3) Secara Online
a. Melalui 'Website
b. Email Aplikasi LAPOR
c. Pelayanan Pengaduan Hukum dan
Keluarga (PELUK)
4) Lamanya Proses Pengaduan selama 5

hari/kerja




b. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses

pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

No

Komponen

Uraian

a Dasar Bukuam

Legalisasi Surat
Pengantar

Perkawinan

. Undang-Undemg Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perk:awinan;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik;

. Undang-Undeaing No. 16 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomeor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan;

. Undang-Undaing Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan;

. Undang-Und:ang Republik  Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi
Kependudukian;

. Peraturan Menteri Agama Nomor 19

Tahun 2018 tentang  Pencatatan

Perkawinan;

. Keputusan Cirektur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Isslam Nomor 713 Tahun 2018
tentang Penetapan Formulir dan Laporan

Pencatatan Perkawinan atau Rujuk.

b Dasar Hukum
Legalisasi Surat
Keterangan Tidak
Mampu

. Undang-Undeing Nomor 25 Tahun 2009

Tentang Pelayanan Publik;

. Peraturan Menteri Sosial Nomor

146/HUK/2C 13 tentang Kriteria Fakir
Miskin.




¢ Dasar Hukum
Legalisasi Berkas

Usulan Pensiun

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969

tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun

Janda/Duda Pegawai;

. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelay:anan Publik;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Apar:aatur Sipil Negara;

. Peraturan Pexnerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2019 Tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan

Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya.

d Dasar Hukum
Legalisasi Berkas
Masuk Tentara
Nasional
Indonesia/Kepolisian
Negara Republik
Indonesia/Sekolah

Kedinasan/Umum

. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pernerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang

Kecamatan;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar

Pelayanan.

¢ Dasar Hukum

Legalisasi Proposal

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelay:anan Publik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar

Pelayanan.

f Dasar Hukum
Legalisasi Surat

Undang — Uncdang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik.




l ' Keterangan Domisili

Kantor
| |

{ 8 ’ Sarana Dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana

a. Ruang Tunggu vang refresentatif dan

di lengkapi AC serta berpengharum
b. Tempat Parkir
¢. Nomor Antrian
d. Kotak Saran / Pengaduan
e. Koran / B:aahan Bacaan
f. Toilet Umum
g. Komputer dan Printer
h. Mesin Tik
i. ATK
j- Meja
k. Kurst

1. Telepon/Faksimili
m. Buku Administrasi Pencatatan

n. Leman Arsip

o. Rak Arsip
2. Fasilitas Pendukung, Penangan
Pengaduan, Saran dan Masukan.
a. Ruang Laktasi
b. Ruang Pengaduan
c. Media Informasi (Running
Teks/Leaflet / Brosur / Banner)

d. Sudut Baca
» ) e. Ruang Bermain Anak

Akses Bagr Disabilitas

Koran / E ahan Bacaan

™4

5 R

. TV Langganan Berbayar

[

Koran / Bahan Bacaan

Jaringan Internet

| oy
.

o

Tersedia Genset

et

CCTV guna menjaga stabilitas
keamanar.

. Tempat Sampah

5 B

‘Water Dispenser

°

Sound Sysstem
Petunjuk Arah

i

q. Jam Dinding




Pelaksana Berkas

Usulan Pensiun

. Memahami

a Kompetensi Pelaksang 1. Memahami Peraturan Perundangan
Surat Pengantar mengenat Ad ministrast Kependudukan
Perkawinan dan peradilan agama.

. Memahami Peraturan Perundangan
mengenai Pelayanan Prima.
. Dapat berkomanikasi dengan atasan dan
bawahan.
. Dapat Dberkomunikasi dengan Tbaik
kepada masyarakat.
Kompetensi . Memahami Peraturan  Perundangan
Pelaksana Surat mengenal Administrasi Kependudukan
Keterangan Tidak dan Jaminan Kesehatan
Mampu . Memahami Peraturan  Perundangan
mengenai Pelayanan Prima.
. Dapat berkomunikasi dengan atasan dan
bawahan.
. Dapat berkomunikasi dengan baik kepada
masyarakat.
Kompetensi . Memahami Peraturan Terkait Usulan dan

rekomendasi.
Peraturan  Perundangan

mengenai Pelayanan Prima.

. Dapat berkomunikasi dengan atasan dan

Kompetensi
Pelaksana Legalisasi
Berkas Masuk
Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian

Negara Republik

bawahan.

. Dapat berkomunikasi dengan baik
kepada masyarakat.
Memahami Peraturan Terkait Usulan dan
rekomendasi.
Memahami  Peraturan Perundangan

mengenai Pelayanan Prima.
Dapat berkomunikasi dengan atasan dan
bawahan.

Indonesia/Sekolah Dapat berkomunikasi dengan baik
Kedinasan/Umum kepada masyarakat.

Kompetensi . Memahami Peraturan  Perundangan
Pelaksana Legalisasi mengenai Prooosal.

Proposal . Memahami  Peraturan Perundangan

mengenai Pelayanan Prima.

. Dapat berkomunikasi dengan atasan dan

bawahan.




4. Dapat berkomunikasi dengan baik

kepada masyarakat.

f Kompetensi

Pelaksana Legalisasi

Surat Keterangan

Domisili Kantor

1. Memahami  Peraturan Perundangan
mengenai Pembuatan Rekomendasi.

2. Memahami  Peraturan Perundangan
mengenai Pelayanan Prima.

3. Dapat berkomunikasi dengan atasan dan
bawahan.

4. Dapat berkomunikasi dengan baik

kepada masyarakat.

10 | Pengawasan Internal Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang

11 | Jumlah Pelaksana 3-4 orang

12 | Jaminan Pelayanan 1. Diwujudkan dengan kepastian

persyaratan,wakiui proses ,prosedur,dan
di dukung olelh SDM yang berkompenten
bidang tugasnya.

2. Adanya jamin:an bebas dari praktek KKN

3. Tidak diskriminatif

4. Pemohon dapsit meminta perbaikan atas

produk layanan yang tidak memuaskan

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan

Pelayanan

Produk pelayanan dipastikan menggunakan
material yang aman dan tidak

membahayakan keselamatan pengguna

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

A. Melalul Survey kepuasan masyarakat

{SKM} dengan prosedur :

1. setiap pemohon yang mengambil
nomor antrian akan di berikan
formulir SKIM untuk diisi

2. pengumpulein dan pengolahan data

3. analisa data dan evaluasi

4_tindak lanjut evaluasi

B. Evaluasi berda sarkan pengawasan atasan

langsung terkait kinerja dan kedisiplinan




3. PELAYANAN REKOMENDASI

1. REKOMENDASI DISPENSASI PERKAWINAN
2. REKOMENDASI OPERASIONAL SEKOLAH

a. Komponen Standar

Pelayanan yang terkait dengan Proses

Penyampaian Pelayanan (service delivery)

1 |a Persyaratan
Rekomendasi
Dispensasi

Perkawinan

1.

Surat Pengantar Perkawinan dari
Kelurahan;

Surat Pengantar Dispensasi Wilkalh darh
Kantor Urusain Agama setempat;
Fotocopy E-KTP dan KK Mempelai Wanita

dan Pria.

b Persyaratan

Rekomendasi

Operasional Sekolah

Berkas Proposal dari Pengurus Sekolah;
Surat Keterangan dari Kelurahan,
Surat Permolionan Rekomendasi

Operasional Sekolah dari Kepala Sekolah.

2 | Sistem Mekanisme dan

Prosedur

Pemohon datang ke kantor kecamatan
dengan membawa berkas  yang sudah
ditanda tange ni Kelurahan

Petugas Loket pelayanan menerima dan
menyerahkan berkas permochonan kepada
kasi di kecamatan.

Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas
permohonan, jika tidak lengkap
dikembalikan kepada Pemohon dan jika
sudah lengkap maka dibuatkan surat
rekomendast kemudian  diparaf untuk
diserahkan ke:pada Camat.

Camat menandatangi berkas kemudian
mengembalik an kepada Kasi Kecamatan.
Kasi Kecamatan menyerahkan kepada
Petugas Loket pelayanan untuk melakukan
pencatatan dan penomoran pada buku
administrasi serta membubuhkan stempel.
Petugas Loket pelayanan menyerahkan
Kepada pemohon dengan bukti tanda terima

dan mengarsipkan.

Jangka Wakia

Pelayanan

S0 Menit

4 r Biaya/Tarif

Gratis




5 | Produk Pelayanan Surat Rekomendasi Dispensasi Perkawinan
Surat Rekomendasi Operasional Sekolah
| ] |
Penangan Pengaduan, |1) Secara Lisan

‘ 6

Saran dan Masukan

Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi

dan Pengadusin Kecamatan dan Tim

Pelayanan Pengaduan Hukum dan Keluarga

(PELUK).

2) Secara tertulis

a. Surat ditujukan kepada camat dengan
alamat di kantor kecamatan masing-
masing.

b. Melalui kotak saran/pengaduan

3) Secara Online
Melalui Website Kecamatan
Email

Aplikasi LAPOR

. Pelayanan Pengaduan Hukum dan
Keluarga (Peluk)

4] Lamanya Proses Pengaduan selama 5 hari

e o

kerja

b. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan di internal organisasi {(manufacturing)

7 | a Dasar Hukum
Rekomendasi
Dispensasi

Perkawinan

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
tentang Perubaben Undang - Undeng
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik.

b Dasar Hukum
Rekomendasi
Operasional

Sekolah

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayan:an Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar

Pelayanamn,




4. Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2018

tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi

l Secara Elektror ik Sektor Pendidikan Dan

Kebudayan.

Sarana Dan

Prasarana

a,

=4

B oo

o Y SR

:,.;.

ot 4

n.

0.

@

]

[
.

—
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m.

> ®

1. Sarana dan Prasarana

Ruang Tunggu yang refresentatif dan di
lengkapi AC serta berpengharum
Tempat Parkir

Nomor Antrian

Kotak Saran / Pengaduan
Koran / Bahan Bacaan

Toilet Umum

Komputer dan Printer

Mesin Tik

ATK

Meja

k. Kursi

Telepon /Faksimili

Buku Administrasi Pencatatan
Lemari Arsip

Rak Arsip

2. Fasilitas Pendukung, Penangan Pengaduan,
Saran dan Masukan.
a. Ruang Laktasi

b. Ruang Pengaduan

Media Informas (Ronmimg Teks/ Leadlet /
Brosur / Bar:ner)

Sudut Baca

Koran / Bahan Bacaan

Ruang Bermain Anak

Akses Bagi Disabilitas

TV Langganan Berbayar

Koran / Bahan Bacaan

Jaringan Inte:rnet

Tersedia Genset

CCTV stabilitas

guna menjaga

keamanan




m. Tempat Sampah
n. Water Dispenser
0. Sound System
p. Petunjuk Arah
q. Jam Dinding;

Pelaksana

9 (g Kompetensi 1. Memahami Peraturan Perundangan
Pelaksana mengenai Perka winan.
Rekomendasi
Dispensasi 2. Memahami Peraturan Perundangan
Perkawinan mengenai Pelay:anan Prima.
3. Dapat berkomuinikasi dengan atasan dan
bawahan.
4. Dapat berkomunikasi dengan baik kepada
masyarakat.

b Kompetensi 1. Memahami Peraturan Perundangan
Pelaksana mengenal Pembuatan Rekomendasi.
Rekomendasi 2. Memahami Peraturan Perundangan
Operasional mengenai Pelay:anan Prima.

Sekolah 3. Dapat berkomunikasi dengan atasan dan
bawahan.
4. Dapat berkomu nikasi dengan baik kepada
masyarakat.
10 | Pengawasan Internal | Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang
11 | Jumlah Pelaksana 3-4 orang
12 | Jaminan Pelayanan 1. Diwujudkan dengan kepastian
persyaratan,waktu proses ,prosedur,dan di
dukung oleh SDM yang berkompenten
bidang tugasnya.
2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN
3. Tidak diskriminatif
4. Pemohon dapat meminta perbaikan atas
produk lavanan vang tidak memuaskan
13 | Jaminan Keamanan | Produk pelayanan dipastikan menggunakan
dan Keselamatan material yang aman dan tidak membahayakan
Pelayanan keselamatan pengguna
14 | Evaluasi Kinerja A. Melalui Survey kepuasan masyarakat (SKM)

dengan prosedur :




1. setiap pemohon yang mengambil nomor
antrian akan di berikan formulir SKM
untuk diisi atau dalam bentuk lain.

2. pengumpulan dan pengolahan data

3. analisa data clan evaluasi

4. tindak lanjut evaluasi

B. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan

langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

830328 200112 1 001




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT BANJARMASIN BARAT
KOTA BANJARMASIN NOMOR 3% TAHUN 2024
TANGGAL

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN DAN KELURAHAN

DI KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

KOTA BANJARMASIN

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN

1. PELAYANAN REGISTRASI

1.

REGISTRASI SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

2. REGISTRASI SURAT PERNYATAAN WARIS

n s W

REGISTRASI SILSILAH WARIS

REGISTRASI SURAT KUASA WARIS

REGISTRASI SURAT PERNYATAAN HIBAH

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses

Penvampaian Pelayvanan (service deliverij}

No Komponen Uraian

1 |a. Persyaratan Surat | Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
Pernyataan untuk pemberian hak pertama kali, dengan
Penguasaan Fisik | syarat:

Bidang Tanah 1. Tanah negara vyang tidak terdapat
penguasaan pihak lain, yang dibuktikan

dengan minirnal 2 (dua) surat Pernyataan

dari Pemilik T'anah yang berbatasan yang
menyatakan tanah tidak bersengketa dan
dimiliki oleh pemohon dengan dibubuhi
materai Rp. 10.000,-;

Surat Pengantar dari Ketua RT;

Surat Permohonan dari Pemohon;

4. Fotocopy E KTP terbaru dan Kartu

Keluarga Pemilik lerna, Permmilis Berra, dem
Saksi batas yang memiliki barcode/ yang
tidak memiliki barcode dilegalisir oleh
Pejabat Benvvenang dari instansi yang
mengeluarkan dokumen;
5. Asli bukti perolehan yang relevan:
a. Kwitansi Jual Beli, jika diperoleh dar
Jual Beli;




b. Surat Pernyataan Hibah, jika
diperoleh dari Hibah, Lebih utama
dikuatkan dengan Keputusan
Pengadilan;

c. Surat Pernyataan Waris, jika
diperoleh: dari Waris;

d. Surat pernyataan dari penjual
bermateral diketahul Ketua RT
setempat. dan saksi tokoh Masyarakat
setempat yang mengetahui asal usul
tanah, jika tidak memiliki surat
tanah.

Asal-usul atau kronologi tanah
ditandatangani oleh Pemohon diketahui
RT Setempat dan Saksi-saksi yang
mengetahui asal-usul tanah.

Asli Surat Kememilikan tanah yang lama.
Tanda Bukti lunas PBB Terakhir pada
objek tanah

b. Persyaratan Surat

Pernyataan Waris

.

Asli  surat pernyataan waris yang
ditandatangani seluruh ahli waris diatas
materai Rp. 10.000,- dan diketahui 2 (dua)
orang saksi dewasa yang bukan ahli waris
serta diketahui oleh Ketua RT dimana salah
satu ahli waris yang bertanda tangan
berdomisili di Kelurahan Wilayah
Kecamatan Banjarmasin Barat

Fotocopy Buku Nikah almarhum/
almarhumah yang dilegalisir oleh Pejabat
Berwenang dari instansi yang mengeluarkan
dokumen;

atau Surat Pernyataan Tidak Menemukan
Buku Nikah dai Salah Satu Ahli Waris yang
bertandatangan di atas materai Rp. 10.000,-
berdomisili di Kelurahan wilayah Kecamatan
Banjarmasin Barat dan diketahui 2 (dua)
orang saksi dewasa yang tidak sedarah serta

diketahui oleh Fetua RT;

1




10.

Fotocopy Akta Cerai
almarhum/almarhumah yang bercerai yang

dilegalisir oleh oleh Pejabat Berwenang dari

instansi yang mengeluarkan dokumen;QQ
Surat Pernyatasn dari Salah Satu Ahli Waris
yang berdomisili di Kelurahan Wilayah
Kecamatan Banjarmasin Barat untuk ‘
almarhum/almarhumah yang belum pernah
menikah yang ditandatangani ahli waris
diatas materai Rp. 10.000,- serta diketahui 2
(dua) orang sak si dewasa yang tidak sedarah
serta diketahui oleh Ketua RT;

Surat Kematiecin dari Kelurahan yang
dilegalisir olelx Pejabat Berwenang dariI
instansi yang mengeluarkan dokumen atau
Kutipan Akta Kematian yang terbaru/yang
memiliki barcode diterbitkan Instansit
Pemerintah/Kutipan Akta Kematian yang
tidak memiliki barcode  dilegalisir oleh
Pejabat Berwenang dari instansi yang

mengeluarkan dokumen;

Fotocopy E-KTP dan KK yang tertera
almarhum/almarhumabh;

Fotocopy E-KTP terbaru dan KK seluruh ahli
waris yang memiliki barcode/yang tidak
memiliki barcode dilegalisir oleh Pejabat
Berwenang dari instansi yang mengeluarkan

dokumen,;

Fotocopy E-KTF’ 2 Orang Saksi.
Fotocopy Dokurnen yang diperlukan (SHM,

Buku Tabungar: dan Lain-Lain)..

i

c¢. Persyaratan

Silsilah Waris

. Asli surat silsil:ah waris yang ditandatangani

oleh seluruh ahli waris silsilah waris diatas
materai Rp. 10000,-, dan diketahui 2 (dua)
orang saksi dewasa yang tidak sedarah serta
diketahui oleh Ketua RT dimana salah satu
ahli waris yang vertanda tangan verdormsin
di Kelurahan Wilayah Kecamatan

Banjarmasin Barat;




2. Fotocopy Buku Nikah almarhum/
almarhumah yang dilegalisir oleh Pejabat

Berwenang dari instansi yang mengeluarkan

dokumen;

3. atau Surat Pernyataan Tidak Menemukan
Buku Nikah davi Salah Satu Ahli Waris yang
bertandatangarn di atas materai Rp. 10.000,-

berdomisili di Kehurahan wilayah Kecamatan
Banjarmasin Barat dan diketahui 2 (dua)
orang saksi devsasa yang tidak sedarah serta
diketahui cleh Xetua RT;

4. Fotocopy Akta Cerai

almarhum/almiarhumah yang bercerai yang
dilegalisir oleh oleh Pejabat Berwenang dari ‘
instansi yang miengeluarkan dokumen;

5. Surat Pernyatazin dari Salah Satu Ahli Waris
yang berdomisili di Kelurahan Wilayah
Kecamatan Fianjarmasin Barat untuk
almarhum/almarhumah yang belum pernah
menikah yang ditandatangani ahli waris

diatas materai IRp. 10.000,- serta diketahui 2

(dua) orang sak si dewasa yang tidak sedarah
serta diketahui oleh Ketua RT;

6. Surat Kematiaan dari Kelurahan yang
dilegalisir olehh Pejabat Berwenang dari
instansi yang mwengeluarkan dokumen atau
Kutipan Akta Kematian yang terbaru/yang
memifiki barcode diterbitkan Instansi

Pemerintah/Kutipan Akta Kematian yang

tidak memiliki barcode  dilegalisir oleh
Pejabat Berwenang dari instansi yang

mengeluarkan dokumen;

7. Fotocopy E-KTP dan KK yang tertera
almarhum/alm:arhumabh;
8. Fotocopy E-KTP terbaru dan KK seluruh ahl

waris yang memiliki barcode/yang tidak

memitiki barcode dilegalisir oleh Pejabat
Berwenang dari instansi yang mengeluarkan
dokumen;

9. Fotocopy E-KTP 2 Orang Saksi. ‘




. Persyaratan Surat

Kuasa Waris

1.

. Fotocopy Akta Cerai

Asli surat kuasa waris yang ditandatangani
oleh penerima kuasa waris dan seluruh ahli

waris pemberi kuasa waris lainnya diatas

materat Rp. 10000,-, diketahui 2 (dua) orang
saksi dewasa yang tidak sedarah serta
diketahui oleh Ketua RT dimana Penerima

Kuasa  Waris  yang bertandatangan

merupakan ahlli  waris berdomisili di
Kelurahan Wilasyah Kecamatan Banjarmasin

Barat;

. Fotocopy Buku Nikah almarhum/ ‘

almarhumah yang dilegalisir oleh Pejabat
Berwenang dari instansi yang mengeluarkan
dokumen; ‘
atan Surat Pernyataan Tidak Menemukan
Buku Nikah dari Salah Satu Ahli Waris yang
bertandatangan di atas materai Rp. 10.000,-
berdomisili di K elurahan wilayah Kecamatan
Banjarmasin Barat dan diketahui 2 (dua)
orang saksi dewasa yang tidak sedarah serta
diketahui oleh Xetua RT;

almarhum/alm:rhumah yang bercerai yang
dilegalisir oleh ©leh Pejabat Berwenang dari
instansi yang mengeluarkan dokumen;

Surat Pernyataan dari Salah Satu Ahli Waris
yang berdomisili di Kelurahan Wilayah

Kecamatan Banjarmasin Barat untuk

almarhum/almarhumah yang belum pernah
menikah yang ditandatangani ahli waris
diatas materai k;p. 10.000,- serta diketahut 2
(dua) orang saksi dewasa yang tidak sedarah

serta diketahui oleh Ketua RT;

Surat Kematiain dari Kelurahan yang
dilegalisir oleh Pejabat Berwenang dari

instansi yang mengeluarkan dokumen atau

Kutipan Akia Kematian yang terbaru/yang
memiliki barcode diterbitkan Instansi
Pemerintah/Kutipan Akta Kematian yang
tidak memiliki barcode  dilegalisir oleh




Pejabat Berwenang dari instansi yang
mengeluarkan dokumen;

7. Fotocopy E-KTP dan KK yang tertera

almarhum/almarhumabh;

8. Fotocopy E-KTF terbaru dan KK seluruh ahli
waris yang memiliki barcode/yang tidak
memiliki barcode dilegalisir oleh Pejabat
Berwenang dan instansi yang mengeluarkan
dokumen;

9. Fotocopy E-KTI? 2 Orang Saksi;

10. Fotocopy Dok umen yang diperlukan (SHM,
Buku Tabungar1 dan Lain-Lain).

e. Persyaratan Surat | 1. Asli surat pernyataan hibah yang

Pernyataan Hibah ditandatangani oleh Penerima Hibah dan

seluruh ahli waris pemberi hibah diatas
bermaterai Rp.1 0.000,- dan diketahui 2 (dua)
orang saksi dewasa yvang tidak sedarah serta
diketahui oleh Ketua RT dimana pemberi

hibah dan penerima hibah yang berdomisili
di Kelurahan Wilayah Kecamatan
Banjarmasin Barat;

2. Fotocopy E-KTP Penerima Hibah Terbarul
dan KK Penerima Hibah yang memiliki
barcode/yvang tidak memiliki barcode

dilegalisir olelhi Pejabat Berwenang dari

instansi yang mengeluarkan dokumen;
3. Fotocopy E-KTP seluruh ahli waris pemberi
hibah terbaru dan KK seluruh ahli waris

pemberi hibah yang memiliki barcode/ yang

tidak memiliki barcode dilegalisir oleh
Pejabat Berwenang dari instansi yang
mengeluarkan dokumen; t
4. TFotocopy E-KTF 2 Orang Saksi.
5. Fotocopy Dokurnen yang diperlukan (SHM,

dan Sporadik). |

Sistem Mekanisme 1. Pemohon datang ke kantor kelurahan
dan Prosedur dengan membawa berkas  permohonan
lengkap dengan persyaratannya. Apabila

Pemochon Sudah Melakukan Konsultasi

Verifikasi draf: Surat Pernyataan Waris,




Silsilah Waris dan Kuasa Waris yang sudah
diverifikasi benar oleh Kecamatan.
Petugas loket pelayanan menerima dan

menyerahkan berkas permohonan kepada
kasi di kelurahan.

Kasi di keluranan memverifikast berkas
permohonan, jika tidak lengkap
dikembalikan kepada pemohon melalul

petugas loket pelayanan dan jika sudah
lengkap dilakukan pemrosesan surat dengan
membubuhkan cap register pada bagian
belakang lembar surat dan diparaf kemudian
diteruskan kepada Lurah

Lurah menandatangani dan menyerahkan
berkas kepada kasi kelurahan untuk
diberikan nomo.: register serta dicatat dan
dibukukan kemudian diserahkan kepada
petugas pelayanan.

Petugas loket pelayanan membubuhi cap
stempel dan menyerahkan berkas kepada
pemohon dengan bukti tanda terima dan

mengarsipkan.

. Jangka Waktu
Pelayanan Surat
Pernyataan
Penguasaan Fisik

Bidang Tanah

3 Hari Kerja

(dengan catatan syarat administrasi lengkap)

. Jangka Waktu
Pelayanan Surat

Pernyataan Waris

1 Hari Kerja

(dengan catatan syarat administrasi lengkap)

. Jangka Waktu 1 Hari Kerja
Pelayanan Silsilah | (dengan catatan syarat administrasi lengkap) {
Waris

. Jangka Waktu 1 Hari Kerja

Pelayanan Surat

Kuasa Waris

(dengan catatan syarat administrasi lengkap)

. Jangka Waktu
Surat Pernyataan
Hibah

1 Hari Kerja

(dengan catatan syarat administrasi lengkap)

Biaya/Tarif

Gratis




Produk Pelayanan

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Tanah Yang Teregistrasi

Surat Pernyataan Waris Yang Teregistrasi

Surat Silsilah Waris Yang Teregjstrasi

Surat Kuasa Waris Yang Teregistrasi

Surat Pernyataan Hibah Yang Teregistrasi

Penangan
Pengaduan, Saran

dan Masukan

1.

Secara Lisan

Langsung melaluii Kasi di kelurahan

Secara tertulis

a. Surat ditujulkan kepada Lurah dengan

alamat di i<antor Kelurahan masing-
masing.

b. Melalui kotak saran/pengaduan

Secara Online

a. Melalui Media Sosial Kelurahan atau
Kecamatan

b. Email Kelurahan

c. Aplikasi E-LAPOR

Lamanya Proses Pengaduan selama 5 hari

kerja

b. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

No

Komponen

Uraian

7

a. Dasar Hukum
Surat Pernyataan
Penguasaan Fisik

Bidang Tanah

Undang-Undangz Nomor S Tahun 1960
Tentang Pokok-Pokok Agraria;

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahwan
1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/
Kepala Badan  Pertanahan  Nasional
Republik Indone'sia Nomor 18 Tahun 2021

Tentang Tata Cara Penetapan Hak
Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah.

b. Dasar Hukum
Surat Pernyataan

Waris

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayan.an Publik;
Instruksi Presic.en Nomor 1 Tahun 199]

Tentang Kompilasi Hukum Islam,;




Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Dasar Hukum
Silsilah Waris

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Instruksi Presicien Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Dasar Hukum

Surat Kuasa

Waris

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanesn Publik;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompil:asi Hukum Islam;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

e. Dasar Hukum

Surat Pernyataan
Hibah

. Undang - Undang' Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayana Publik;

. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Tentang Korapilasi Halowm, lelam,,

. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sarana Dan

Prasarana

1. Sarana dan Prasarana

a. Ruang Tungpu yang refresentatif dan di
lengkapi AC/ Kipas Angin

o

Pengharum Fluangan

0

Tempat Parkir

o

Nomor Antrian

o

Kotak Saran / Pengaduan
Koran / Bahzin Bacaan

Toilet

7 0

Komputer dan Printer
Mesin Tik
ATK

e b= e

Meja

1. Kursi

m. Telepon

n. Buku Administrasi Pencatatan

o. Lemari Arsip

p- Rak Arsip

Fasilitas Pendukung, Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan.

a. Ruang Laktasi

b. Ruang Pengaduan

¢. Media Informasi {(Running Teks/Leaflet/

Brosur/Banner])




d. Sudut Baca

Sudut Bermain Anak

o

f. Koran / Bah«an Bacaan
g. Akses Bagi Disabilitas
h. TV

i. Jaringan Internet/Wifi
j. Genset

k. CCTV

ek
.

Tempat Samgpah
m. Water Disper.ser
n. Sound Systern
o. Tisu

p. Jam Dinding

. Kompetensi

Pelaksana Surat
Pernyataan

Penguasaan Fisik

Memahami 1eraturan perundangan
mengenai pertanahan.
Memahami peraturan perundangan

mengenai pelayanan prima.

Bidang Tanah Dapat berkomunikasi dengan baik kepada
atasan langsung, rekan kerja dan
masyarakat.

. Kompetensi Memahami peraturan perundangan

Pelaksana Surat

Pernyataan Waris

mengenali hukum waris dan Peradilan
Agama.
Memahami peraturan perundangan
mengenai pelayanan prima.

Dapat berkomunikasi dengan baik kepada

atasan langsung, rekan kera dan
masyarakat.
Kompetensi Memahami peraturan perundangan

Pelaksana Silsilah

mengenai waris ¢lan Peradilan Agama.

Pelaksana Surat

Kuasa Waris

Waris Memahami preraturan perundangan
mengenai pelayanan prima.
Dapat berkomunikasi dengan baik kepada
atasan langsung, rekan kerja dan
masyarakat.
. Kompetenst Memahami peraturan perundangan

mengenai waris dan Peradilan Agama.

Memahami peraturan perundangan

mengenai pelayanan prima.




3. Dapat berkomunikasi dengan baik kepada
atasan langsung, rekan kerja dan
masyarakat.

e. Kompetensi 1. Memahami peraturan perundangan
Pelaksana Surat mengenai adminstrasi kependudukan dan
Pernyataan Hibah peradilan agama.

2. Memahami peraturan perundangan
mengenai pelay anan prima.

3. Dapat berkomumikasi dengan baik kepada
atasan langsung, rekan kerja dan
masyarakat.

10 | Pengawasan Internal | Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang

11 | Jumlah Pelaksana 3-6 orang

12 | Jaminan Pelayanan |1, Diwujudken dengen kepastien prisyaratan,

waktu proses, prosedur, dan di dukung oleh
SDM yang berikompeten bidang tugasnya.
Adanya jaminan bebas dari praktek KKN
Tidak diskrimiratif

Pemohon dapat meminta perbaikan atas

produk layanan yang tidak memuaskan

13

|

Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

|

Produk pelayanar: dipastikan menggunakan

material yang aman dan tidak membahayakan

keselamatan pengguna

‘14

Evaluasi Kinerja

Pelaksana

A. Melalui Survey kepuasan masyarakat (SKM)

dengan prosedur :

1. setiap pemohon yang mengambil nomor
antrian akan di berikan formulir SKM
untuk diisi aitau dalam bentuk lain.

2. pengumpulan dan pengolahan data

3. analisa data dan evaluasi

4. tindak lanjut evaluasi

B. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan

langsung terkait: kinerja dan kedisiplinan.




2. PELAYANAN SURAT
1. SURAT PENGANTAR PERKAWINAN
2. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
3. SURAT PENGANTAR MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN CATATAN
KEPOLISIAN
4. SURAT KETERANGAN KELAHIRAN
5. SURAT KEMATIAN
6. SURAT KETERANGAN UMUM
7. SURAT KETERANGAN DOMISILI KANTOR

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses

Penyampaian Pelayanan (service delivery)

No Komponen Uraian

1 a. Persyaratan . Asli surat pengantar dari RT

Surat Fotocopy E KTP dan KK Mempelai;

Pengantar Pas Photo berweairna ukuran 3x4 2 lembar

W oN

Perkawinan . Akta Cerai dari Pengadilan Agama (bagi
janda/duda cerai hidup)

5. Surat Kematian dari Kelurahan /Kutipan

Akta Kematian (bagi janda/duda cerai mati};
6. Membawa kelengkapan blangko N dari

daerah asal untuk perkawinan di tempat

perempuan berada;
) ' 7. Surat keterangan wali;
8. Surat keterangan kesehatan CPW ( Calon

Pengantin Wanita) dari Puskesmas
Setempat.

9. Fotocopy Bukti Sertifikat Elsimil atau
Sertifikat Layak Nikah dari Puskesmas atau
Formulir Calon Pengantin dari Kelurahan

atau Puskesmas yang sudah diperiksa.

b. Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Ketua RT Setempat;

Pengantar 2. Fotocopy E KTP Pemohon Yang Berdomisili

Surat Setempat;

| Keterangan 3. Fotocopy Kartu Keluarga Yang Berdomisili
Tidak Mampu Setempat;
’ 4. Surat pernyataan tidak mampu dari

i Pemohon.




c. Persyaratan 1. Asli surat pengantar dari RT;
Surat 2. Fotocopy E KTP Pemohon;
Pengantar 3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
Mendapatkan |4. Pas foto Berwarna ukuran 4x6;
Surat
Keterangan
Catatan
Kepolisian |

d. Persyaratan ‘ Bayi baru lahir dan belum terdaftar dalam kartu
Pengantar keluarga (Lahir tan pa bantuan medis) :

Surat 1. Surat pengantar dari RT;
Keterangan 2. Surat Kelahiran dari Bidan/RS/RS Bersalin
Kelahiran (Apabila lahir dibantu dengan Medis)
3. Surat pernyataan dari orang tua bayi
ditandatangani diatas materai Rp.10.000,-;
4. Fotocopy Akta Nikah dari orang tua bayi;
5. Fotocopy £ KTP dan Kartu Keluarga orang
tua bayi.

e. Persyaratan 1. Surat pengantar dari RT yang menerangkan
Pengantar bahwa jangka vvaktu meninggal tidak lebih
Surat dari 10 tahun;

Kematian 2. Surat pernvataan dari keluarga
bertandatangan diatas materai Rp.10.000,-;
3. Fotocopy E KTP dan Kartu Keluarga Pelapor

dan Yang Meninggal.

{. Persyaratan 1. Sural penganvar damn ketwa RT yang
Pengantar menerangkan tujuan pembuatan surat
Surat keterangan,;

Keterangan 2. Fotocopy E KTP dan KK Pemohon;
Umum 3. Lampiran lainnya yang diperlukan.

g. Persyaratan 1. Surat Pengantar dan RT;

Pengantar 2. Surat Kuasa dari Pemilik Akta Pendirian
Surat Kepada vyang dikuasakan dilampirkan
Keterangan Fotocopy yang dikuasakan;
Domisil: 3. Fotocopy E KTP dan KK Pemilik Akta
Kantor Pendirian;

4. Fotocopy Akta Pendirian yang dimiliki dari

Notaris/Badan Hukum;




2

Sistem Mekanisme

dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor kelurahan
dengan membawa berkas  permochonan

lengkap dengar: persyaratannya.

2. Petugas loket pelayanan menerima dan

menyerahkan berkas permchonan kepada
kasi di kelurah=n.

3. Kasi kelurah:an Memverifikasi berkas

permohonan, Jika tidak lengkap
dikembalikan kepada Pemohon dan jika
sudah lengka:» maka dibuatkan surat
pengantar/Keterangan yang diminta
kemudian diparaf untuk diserahkan kepada
Lurah

4. Lurah menandatangi berkas kemudian

mengembalikan kepada Kasi kelurahan.

5. Kasi kelurahan menyerahkan kepada
Petugas loket pelayanan untuk melakukan
pencatatan dan penomoran pada buku
administrasi serta membubuhkan stempel.

6. Petugas loket pelayanan menyerahkan
Kepada pemohon dengan bukti tanda terima

dan mengarsiplkan.

. Jangka Waktu

Pelayanan Surat
Pengantar

Perkawinan

20 Menit

. Jangka Waktu

Surat Keterangan
Tidak Mampu

20 Menit

. Jangka Waktu

Surat Pengantar
Mendapatkan
Surat Keterangan
Catatan

Kepolisian

20 Menit

. Jangka Waktu

Surat Keterangan
Kelahiran

1 Hari Kerja

. Jangka Waktu

Surat Kematian

1 Hari Kerja




f. Jangka Waktu 20 Menit
Surat Keterangan
Umum

g. Jangka Waktu 60 Menit

Surat Keterangan

Domisili Kantor

Biaya/Tarif Gratis

Produk Pelayanan Surat Pengantar Perkawinan

Surat Keterangan Tidak Mampu

Surat Pengantar pembuatan Surat Keterangan
l ‘ Catatan Kepolisian

Surat keterangan kelahiran

Surat Kematian

Surat Keterangan Umum

Surat Keterangan Domisili Kantor

6 | Penanganan 1. Secara Lisan
Pengaduan, Saran Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi
dan Masukan dan Pengaduan.

2. Secara tertulis

a. Surat ditujukan kepada Lurah dengan

alamat di kantor Kelurahan masing-

masing.
b. Melalui kotak saran/pengaduan
3. Secara Online
a. Melalui Meclia Sosial Kelurahan atau
Kecamatarn
b. Email
c. Aplikasi LAPOR

4. Lamanya Proses: Pengaduan Selama 5 hari

kerja

b. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

No Komponen Uraian

7 |a. Dasar Hukum 1. Undang-Undangz Nomor 1 Tahun 1974
Surat Pengantar Tentang Perkawinan;
Perkawinan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
I | Tahun 1974 tentang Perkawinan;




. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan,;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang; Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan;

. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun

2013 tentang Pencatatan Perkawinan;

. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018
tentang Penetapan Formulir dan Laporan

Pencatatan Perkawinan atau Rujuk.

| b. Dasar Hukum | 1.

Surat Keterangan

Tidak Marapu 2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayan an Publik;

Peraturan Menteri Sasial Nomar
146/HUK/2013 tentang Kriteria Fakir
Miskin.

Pengantar Surat

Catatan

Keterangan 2.

Kepolisian 3.

¢. Dasar Hukum 1. Undang - Undiang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan,;
Undang-Undarng Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

d. Dasar Hukum 1.
Surat Keterangan

Kelahiran 2.

Undang-Undang Nomor 22 Tabun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayaiian Publik;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor Nomor 96 Tahun
2018 tentang Persyaratan dan Tata
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil.

Surat Kematian

e. Dasar Hukum ( 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan;




2. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang perubahan atas Undang-Undang
23 tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan;

4. Peraturan Presiden Nomor Nomor 96 Tahun
2018 tentang Persyaratan dan Tata
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil.

f. Dasar Hukum
Surat Keterangan

Umum

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayamnan Publik;

2. Peraturan Pemierintah Republik Indonesia
Nomar 19 Tahun 2008 Tentang Kelurahan,

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar

Pelayanan.

g. Dasar Hukum
Surat Keterangan

Domisili Kantor
|

Undang — Undeaing Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayan an Publik.

8 Sarana Dan

Prasarana

1. Sarana dan Prasarana

a. Ruang Tunggu yang refresentatif dan di
lengkapi AC serta berpengharum

&

Ternpat Parkir

Nomor Antri:an

A o

Kotak Sarar / Pengaduan
Koran /Bahe n Bacaan
Toilet Umum:
Komputer dz:n Printer
. Mesin Tik

ATK

Meja
k. Kursi

= o O

i 4

[

fa—
‘

Telepon/Falsimili

m. Buku Admirristrasi Pencatatan
n. Lemari Arsip

0. Rak Arsip




2. Fasilitas Pendulung, Penangan Pengaduan,

Saran dan Masukan.

a. Ruang Laktasi

b. Ruang Pengaduan

c. Media Informiasi (Running Teks/Leaflet /

Brosur / Bariner)

e

Sudut Baca
Koran/Bahan Bacaan
Ruang Bermain Anak

Akses Bagi Disabilitas

5 om0

TV Langganan Berbayar

—

Koran / Bahan Bacaan

Jaringan Internet

Tersedia Genset

CCTV guna menjaga stabilitas keamanan
. Tempat Sampah

Water Dispenser

Sound System

Petunjuk Arah

_p*pp;:as—‘!’&‘“.—“

Jam Dinding

. Kompetensi

Pelaksana Surat

. Memahami Peraturan Perundangan

mengenai Administrasi Kependudukan dan

Pelaksana Surat

Pengantar peradilan agama.
Perkawinan . Memahami Peraturan Perundangan
mengenai Pelayanan Prima.
. Dapat berkomumnikes: dengan adasen dan
bawahan.
. Dapat berkomunikasi dengan baik kepada
masyarakat.
. Kompetensi . Memahami Peraturan Perundangan

mengenai Administrasi Kependudukan dan

Pelaksana Surat

Keterangan Tidak Jaminan Kesehatan.
Mampu . Memahami Peraturan Perundangan
mengenai Pelayanan Prima.
. Dapat berkomuvnikasi dengan atasan dan
bawahan.
. Dapat berkomunikasi dengan batk kepada
masyarakat.
. Kompetensi . Memahami Peraturan Perundangan

mengenai Admiriistrasi Kependudukan




Pengantar Surat | 2. Memahami Peraturan Perundangan
Keterangan mengenai Pelayanan Prima.

Catatan 3. Dapat berkomunikasi dengan atasan dan
Kepolisian bawahan.

4. Dapat berkomunikasi dengan baik kepada

masyarakat.

d. Kompetensi 1. Memahami peraturan perundangan
Pelaksana Surat mengenal administrasi kependudukan
Keterangan 2. Memahami peraturan perundangan
Kelahiran mengenai pelayanan prima.

3. Dapat berkomunikasi dengan baik kepada

} atasan langsung, rekan kerja dan

l masyarakat.

€. Kompetensi 1. Memahami peraturan perundangan
Pelaksana Surat mengenai administrasi kependudukan
Kematian 2. Memahami peraturan perundangan

mengenai pelay-anan prima.

3. Dapat berkomunikasi dengan baik kepada
atasan langsung, rekan kerja dan
masyarakat.

' f. Kompetensi 1. Memahami Peraturan Perundangan
Delaksana Surat mengenai Pembuatan Rekomendasi.

‘ Keterangan 2. Memahami Peraturan Perundangan
VUmum mengenal Peleryanan Prima.

3. Dapat berkomunikasi dengan atasan dan
bawahan.

4. Dapat berkomuinikasi dengan baik kepada

‘ ‘ masyarakat.

} ] g. Kompetensi ! 1. Memahami Peraturan Perundangan.
Pelaksana Surat 2. Memahami Peraturan Perundangan
Keterangan mengenai Pelayanan Prima.

Domisili Kantor 3. Dapat berkomumnikasi dengan atasan dan
bawahan.

4. Dapat berkomunikasi dengan baik kepada
masyarakat.

10 | Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung

‘ Internal ‘ secara berjenjang

Jumlah Pelaksana

\11

' 3-4 orang




12

Jaminan Pelayanan

1. Diwujudkan dengan kepastian
persyaratan,waktu proses ,prosedur,dan di
dukung oleh 3DM yang berkompenten
bidang tugasnya.

2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN

3. Tidak diskrimina.tif

4. Pemohon dapat meminta perbaikan atas

produk layanan yang tidak memuaskan

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan

Pelayanan

Produk pelayanan dipastikan menggunakan
material yang aman dan tidak membahayakan

keselamatan penggiina

14

Evaluasi Kinerja

Pelaksana

A. Melalui Survey kepuasan masyarakat (SKM)
dengan prosedur :

1. setiap pemohon yang mengambil nomor
antrian aken di berikan formulir SKM
untuk diisi atau dalam bentuk lain.

2. pengumpulan dan pengolahan data

3. analisa data dan evaluasi

4. tindak lanjut evaluasi

B. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan

langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

3. PELAYANAN LEGALISASI

1. LEGALISASI BERKAS USULAN PENSIUN

2. LEGALISASI

BERKAS MASUK TENTARA NASIONAL

INDONESIA/KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/SEKOLAH
KEDINASAN/UMUM

3. LEGALISASI PROPOSAL

4. LEGALISASI SURAT PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA
a. Komponen Standar Pelayanan yang: terkait dengan Proses

Penyampaian Pelayanan {service delivery)

No

Komponen

Uraian

a. Persyaratan
Legalisasi Berkas

Usulan Pensiun

1. Membawa berkas/formulir yang sudah
disi lengkap dan ditandatangani oleh
pemohon,;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon.

b. Persyaratan
Legalisasi Berkas

Masuk Tentara

1. Membawa betkes/formalir yang sadeh
disi lengkap dan ditandatangani oleh
pemohon. Untuk Berkas/Formulir tidak




Nasional
Indonesia/Kepolisian
Negara Republik
Indonesia/Sekolah

Kedinasan/Umum

berupa Surat Pernyataan atau Sejenisnya
yvang diketahui oleh Lurah (Legalisasi
Umum) terkecuali Masuk
TNI/Polri/Sekolah Kedinasan.

¢. Persyaratan
Legalisasi Proposal

Satu berkas Proposal dari pemohon yang

Memuat didalamnya :

a. Surat ysng menyatakan bahwa
pemohon yang bersangkutan adalah
pengurus dari

Institusi/vayasan/perusahaan atau

badan hultum lainnya;

b. Asli Surat Permohonan/Proposal
yang sudah ditandatangani oleh
pemohon dan hercap stempel,
bertanda tangan dan berstempel RT
serta Lurah;

c. Fotocopy KTP Pemohon Proposal.

d. Persyaratan
Legalisasi Surat
Pembebasan
Bersyarat

Narapidana

2. Asli Surat Per:gantar dari Ketua RT;

. Fotocopy Karwu Keluarga narapidana dan

Membawa berkas/formulir yang sudah
disi lengkap dan ditandatangani oleh
pemohon sebagai penjamin narapidana
diketahui keta RT;

—

Fotocopy %, KTP narapidana dan

pemohon seb:agai penjamin narapidana

pemohon sebagai penjamin narapidana
Pas foto Berwarna narapidana dan

pemohon sebagai penjamin narapidana

ukuran 4x6

Sistem Mekanisme dan

Prosedur

Pemohon datang ke kantor kelurahan
dengan membawa berkas permohonan
lengkap dengan persyaratannya.

Petugas pelayanan menerima dan
menyerahkar berkas permohonan

kepada kasi i kelurahan.

Kasi kelurart:an Memverifikasi berkas
permohonan dan mempelajari berkas

permohonan yang masuk jika tidak

lengkap dikembalikan kepada Pemohon

—




dan jika sudah lengkap diparaf untuk
diserahkan kepada Lurah.

4. Lurah menandatangi berkas kemudian

mengembalikan kepada Kasi kelurahan.
5. Kasi Kelurahan menyerahkan kepada
Petugas pelayanan untuk

membubuhkan stempel.

©. Pertugas pelayanan menyerankan
Kepada pemohon.
3 |Jangka Waktu 1 Hari
Pelayanan
4 | Biaya/Tarif Gratis
Produk Pelayanan Berkas Usulan Pensiun Yang Dilegalisasi

Berkas Masuk TNI/POLRI/Sekolah

Kedinasan {Umum Yeng Dilegalisasi

Proposal Yang Dilegalisasi

Surat Pembebzsan Bersyarat Narapidana

Yang Dilegalisas.i
6 | Penangan Pengaduan, 1) Secara Lisam
Saran dan Masukan Langsung melalui Kasi Pelayanan

Informasi dai1 Pengaduan.

2) Secara tertulis
a. Surat ditujukan kepada Lurah
dengan =lamat di kantor Kelurahan

masing-1masing.

b. Melalul kiotak saran/pengaduan
3) Secara Onlirie
a. Melalut Media Sosial Kelurahan atau
Kecamat an
b. Email
c. Aplikasi LAPOR

4) Lamanya Proses Pengaduan Selama 5
hari kerja.

b. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan di internal organisasi {manufacturing)

7 a. Dasar Hukum 1. Undang-Uridang Nomor 11 Tahun 1969
Legalisasi Berkas tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun

Usulan Pensiun Janda/Duda Pegawai;




Undang - Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
Peraturan

Pemerintan Repubiik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2018
Tentang Kecamatan;

Peraturan Pemerintah

Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2019
Tentang Penetapan Pensiun Pokok
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan

Janda/dudanya.

b. Dasar Hukum

Legalisasi Berkas
Masuk Tentara
Nasional
Indonesia/Kepolisian
Negara Republik
Indonesia/Sekolah

Kedinasan/Umum

. Peraturan

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik;
Republik
Nomor 17 Tahun 2018

Tentang Kecamatan,;

Pemerintah

Indonesia

. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan  Reformasi
Birckrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Standar Pelayanan.

. Dasar Hukum

Legalisasi Proposal

. Peraturan

. Peraturan

. Undang — Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Peleryernen Palhik,
Republik
17 Tahun 2018

Pemerintah
Indonesia Nomor
Tentang Kecamatan;
Menteri  Pendayagunaan

Aparatur Reformasi

Negara dan
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Standar Pelayanan.

. Dasar Hukum Surat
Pembebasan
Bersyarat
Narapidana Yang

Dilegalisasi

. Undang — Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik;

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018
tentang Syarat Dan Tata Cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan




1

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan

Cutt Bersyarat.

Sarana Dan Prasarana |

1. Sarana dan Prasarana

a.

> RS0 QDT

[

b+

Il.

0.

Ruang Tunggu yang refresentatif dan
di lengkapi AC serta berpengharum
Tempat Parkir

Nomor Antrian

. Kotak Saran / Pengaduan

Koran/Bshan Bacaan
Toilet Umum

Komputer dan Printer

. Mesin Tik:

ATK
Meja
Kurst

Telepon/!Taksimili

. Buku Adininistrasi Pencatatan

Lemari Arsip

Rak Arsip

2. Fasilitas Pendukung, Penangan

Pengaduan, Saran dan Masukan.

a.
b.

C.

o

5 @ Mo

i s

|

Ruang Laktast
Ruang Pengaduan
Media Informasi (Running

Teks/Leaflet / Brosur / Banner)
Sudut Baca

Koran / Bahan Bacaan

Ruang Bermain Anak

Akses Bagi Disabilitas

. TV Langganan Berbayar

Koran / BBahan Bacaan

Jaringan Internet

Tersedia Genset

CCTV guna menjaga stabilitas

keamanan

. Tempat Sampah

. Water Dispenser

Sound Sy'stem
Petunjuk Arah
Jam Dinding




a. Kompetensi

. Memahami Peraturan Terkait Usulan

Pelaksana dan rekomendasi.
‘ Legalisasi Berkas 2. Memahami Peraturan Perundangan
Usulan Pensiun mengenai Pelayanan Prima.
3. Dapat berkomunikasi dengan atasan
dan bawahan.
4. Dapat berkomunikasi dengan baik
kepada masy.arakat.
b. Kompetensi Pelaksana | 1. Memahami Peraturan Terkait Usulan
Legalisasi Berkas dan rekomendasi.
Masuk 2. Memahami Peraturan Perundangan
TNI/POLRI/ Sekolah mengenai Pelayanan Prima.
Kedinasan/Umum 3. Dapat berkomunikasi dengan atasan
Yang Dilegalisasi dan bawahari.
4. Dapat berkomunikasi dengan baik
kepada masyarakat.
C. Kompetensi Pelaksana | 1. Memahami  Peraturan Perundangan
Legalisasi Proposal mengenai Proposal.
2. Memahami  Peraturan Perundangan
mengenai Pelayanan Prima.
3. Dapat berkomunikasi dengan atasan
dan bawahan.
4. Dapat berkomunikasi dengan baik
kepada masyarakat.
d. Kompetensi Pelaksana | - Memahami  Peraturan Perundangan
Legalisasi Surat mengenai Proposal.
\ Pembebasan 2. Memahami Peraturan Perundangan
‘ Bersyarat Narapidana mengenai Pelayanan Prima.
3. Dapat berkomunikasi dengan atasan

Yang Dilegalisasi

dan bawahar:.
Dapat berkomunikasi dengan baik

kepada masyarakat.

10

Pengawasan Internal

Pengawasan  dilakukan oleh atasan

langsung secara berjenjang

11

Jumlah Pelaksana

3-4 orang

12

Jaminan Pelayanan

1

1.

Diwujudkan dengan kepastian
persyaratan,waktu proses ,prosedur,dan
di dukung oleh SDM yang berkompenten
bidang tugasnya.

2. Adanya jamian bebas dari praktek KKN




3. Tidak diskriminatif
4. Pemohon dapat meminta perbaikan atas

produk layanan yang tidak memuaskan

13

Jaminan Keamanan dan

Keselamatan Pelayanan

Produk pelayanan dipastikan
menggunakan material yang aman dan

tidak memb ahayakan keselamatan
pengguna

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

A. Melalui Survey kepuasan masyarakat

(SKM) dengan prosedur :

1. setiap pemohon yang mengambil
nomor antrian akan di berikan
formulir SKM untuk diisi atau dalam
bentuk lain.

2. pengurnpu'an dan pengoianan data

3. analisa data dan evaluasi

4. tindak lanjut evaluasi

B. Evaluasi berdasarkan pengawasan
atasan langsung terkait kinerja dan

kedisiplinan

g

AS.STP.\M.AP.
ingkat 1
0328 200112 1 001




Nomor
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

B R P ML MONOOR, PELAMBI AN, BANGARMASIN BARAT, KOTA BANJARMASIN, KALIMANTAN
SELATAN TGI8, TELP8SHT — 3352556
Fmast - kec banjarmasinbarat@gmail.com, Wb - http://barat.banjarmas.akota.go.id/

Banjarmasin, 28 Mei 2024
000.8.3.2/87 - PIP/CAM/BB/V/2024
1 (satu) lembar
Undangan Publik Hearing/ Kepada

Dengar Pendapat Standar Pelayanan
Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-
Banjarmasin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik serta tindaklanjut Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik {(PKEPPP) Lnit Lokus Evaluas: Tahun 2023 pada Kecamatan
Banjarmasin Barat dan Pelaporan Standar Pelayanan kepada Kementerian PANRB
Cq. Bidang Pelayanan Publik oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin untuk instansi Pemerintah Kota Banjarmasin, maka bapak/ibu diundang
untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024

Waktu : 09.30 Wita s.d Selesai
Tempat 1 Anla Bersinar | Kecamatan Banjarmasin Barat
JI. Ir. P.H.M Noor Banjarmasin
Acara : Publik Hearing (Dengar Pendapat) tentang Standar Pelayanan

Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Banjarmasin Barat

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima
kasih.

. S.NTP., MLAP.

; tl
NIP. 19830328 205& 1001




Lampiran Surat Caimat Banjarmasin Barat
Nomor : 000.8.3.2//72- PIP/CAM/BB/V/2024

Tanggal : 28 Mei 2024
Perihal : Undangan Publik Hearing/

Dengar P'endapat Standar Pelayanan

Daftar Undangan Terlampir :

No | Daftar SKPD/Tokoh Masyarakat/Pengguna Layanan Jumlah
1 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin 1 Orang
2 | Kepala BPN Kota Banjarmasin 1 Orang
3 | Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin 1 Orang
4 | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin 1 Orang
5 | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kr_ota Banjarmasin 1 Orang
6 | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banj armasin 1 Orang
7 | Lurah Se Kecamatan Banjarmasin Barat 9 Orang
8 | Kepala Puskesmas Se Kecamatan Banjarmasin Barat 5 Orang
9 | Kepala KUA Banjarmasin Barat 1 Orang
10 | Koordinator PPLKB Kecamatan Banjarmasin Barat 1 Orang
11 | Perwakilan Tokoh Masyarakat 1 Orang

12 | Perwakilan Ketua LPMK 1 Orang
13 | Perwakilan LSM 1 Orang
14 | Perwakilan Media Masa 1 Orang
15 | Perwakilan Disabilitas 1 Orang
16 | Ketua TP. PKK Kecamatan Banjarmasin Barat 1 Orang
17 | Masyarakat Pengguna Layanen 2 Orang
Total 30 Orang




DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024
Waktu :  09.30 wita s.d selesai
Acara . Publik Hearing (Dengar Pendapat) tenta ng Standar Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Banjarmasin Barat
Tempat : Aula Bersinar I Kecamatan Banjarmasin: Barat
JL. Ir. PHM Noor Banjarmasin
NO | NAMA ' JABATAN | PUKUL | TANDATANGAN |
1| Aolfuk e, g O 7&7 )y
2 | (MBsSeR Kl won  YAY 6% 2V — X W
3 |4y Awecoro hnolid Pomdaduon Mary, | 0930 | Ao
4 | Luclar /sbente, dfar A /3/4-\,/&;1\/ ) ¢9-2o M o
5 | Bea HiBapt W Yotk § Toh (00are | (990 o @
6 /&Méua‘(\r\ur e lceacolrs TU PuRe v intper 2 30 Quy 7
7 | NN Qe 00- L .
8 | Lachmanim k. PelGor AW T on 0% 30 M
9 f\\j\wms \}\A/ [A7eN ?DML 59, % Cﬂ'
10 aswi th Mendar Wasi un o \a-mv\ 04. %0 ﬁ,ﬁf _
1 (Gaanh Pisddesm  frach™s 9.3D | 593
12 | Jhanat  Horie Wb Prm 3 Tl | 976 s
13 AW\, D¢ Ma(in {ldor Loy, Ydamban | 9. 30 A
14 | M A Noleon WA AaRalE- | g 3, \ A
15 4’0&,@ e baren ot~ | g 2, )\
16 | RabRgmo\ flem/ms e OB TELong | 9. 3o A
17 | M@HCea Koprla (Zech— g. 2 )
18 | Riana Safi K Ecopang pcluk 9. | “V Romd
19 |6t Mulvay Ay  Kn AR Ty M
20 Fﬂcfan},m ZH‘W{"M ' SLe vor Euin cwrvesk | 9. Zp {lﬁ/ﬂtx
21 | Yamaed, ) VRIM 3 asa Ppn (g A .
2 | MUHAMMAD R)cop1 LR Tauk tiRem |30 |
23 | MaN IMASYARAKRAT p. laymN| oy 20 | \ W71
24 |Sepmat Tnack petua” 9D 09- 30 \é
25 | Jlamet Ly pdh MC% 54.%«4 0. 30
26 D\, B oot ka1 9. 16
27 |\PRVS” Foortl . Wb 4. 30
28 | wen Prowosy whdnyg Vo Wesspt Wee 3 - 30
29 | Swwo Yud  Suiskyan) wee: BIM  Bavolt g4.30
30 | Mautidah ke, i Barat 9-%0

Pna Tk !

NIP. 19830328 2011
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BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN PUBLIK HEARING/ DENGAR PENDAPAT TENTANG STANDAR
PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
PADA KECAMATAN BANJARMASIN BARRAT TAHUN 2024

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat
bertempat di Aula Kecamatan Banjarmasin Barat telah dilaksanakan Publik Hearing/Dengar Pendapat
tentang Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecarnatan Banjarmasin Barat Tahun 2024
yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir pescrta yang tercantum dalam LAMPIRAN
berita acara ini. Kegiatan Publik Hearing ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentangn Pelayanan Publik
2. Tindak lanjut Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PKEPP)
unit Lokus Tahun 2023 pada Kecamatan Banjarmasin barat
- Pelaporan kepada Kementrian PANRB Cq. Bidang Pelayanan Publik oleh Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :
1. Arahan /Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh :
1. Sekretaris Kecamatan Banjarmasin Barat
2.
2. Pemaparan Materi :
- Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Se kretariat Daerah Kota Banjarmasin
- Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
- Badan Pertanahan Kota Banjarmasin
- Dinas Sosial Kota Banjarmasin
1. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah
dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi peserta Publik Hearing/Dengar Pendapat tentang Standar
Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2024, maka pada :

Hari dan tanggal : Rabu, 29 Mei 2024

Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Aula Bersinar I Kecamatan Banjarmasin Barat
MENYEPAKATI
KESATU . Standar Pelayanan Kecamatan dan Keluraban, pada Kecamatan Ranjarmasin barat
KEDUA . Standar Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin

Barat akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Banjarmasin Barat

KETIGA : Untuk Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) akan dikoordinasikan
dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

KEEMPAT . Berita Acara ini dijadikan sebagai Bahan Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Mei 2024
Sekretaris Kecamatan,

Haryanta,SE
NIP. 19710311 199203 1 006



Mewakili peserta Publik Hearing (Dengar Pendapat) tentang Stand:ar Pelayanan Kecamatan dan
Kelurahan pada Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin T'ahun 2024

LEMBAGA/
NO NA]\iIA INSTANSI AL AMAT
b MAHC bepnts beck I Tk 7
2 yojonj Dwi V. DAI‘C/CIkCcf);L kot Pem*c) 45\70’}
> E“O Hi%qﬁ Bagﬁh Or Januasn QMFD gar&'arm&\h
4
/{ac hranita H. Dindos Bgm PormAo ﬁjm
3 WS Yee ko). BaSu-i),
“ I pade Aeha | Lral \ee - Bas1n
"] Agoia tertly [Fesvben TV I
8. ’ » i -
: ™M ?\f&w T i iy ronled] I, ),cﬁ,v?
' V\A.ﬁ\(&ﬂk\/\ kee. "70\\’67['\ ' \CEL'V/Q\C’M‘ZU% | ]
10 \ ~
M UN ™M AS7MLAKAT K& L %m ’E'E‘me' @
S
Banjarmasin, 29 Mei 2024
Sekretaris Kecamatan,
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